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Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk
mencapal masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Seiring
dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang
umumnya diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Guna menunjang aktivitas tersebut, dibutuhkan
lembaga jaminan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat, seperti halnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu lembaga jaminan yang sexing digunakan disamping
hak tanggungan, hipotek dan gadai. Berbeda dengan hak jaminan lain yang telah memiliki dasar hukum
tersendiri, awalnya jaminan fidusia hanya berdasarkan pada yurisprudensi, dan hanya tertuju pada objek
jaminan berupa benda bergerak.

Y ang menjadi persoalan berkaitan dengan jaminan fidusia adalah dasar hukum dan juga kepastian hukum
bagi para pihak dalam menggunakan lembaga tersebut, antaralain mengenai proses lahir dan hapusnya
jaminan fidusia, juga menyangkut objek jaminan fidusiaitu sendiri, dalam hal ini apakah kepentingan
masyarakat telah terakomodasi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Untuk menelusuri hal tersebut di atas, tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan
perbandingan terhadap pendapat dari beberapa pakar hukum. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia, lembaga jaminan ini telah memiliki dasar hukum tertulis. Dalam undang-undang tersebut terdapat
penegasan adanya sifat hak kebendaan yakni adanya asas droll de suite yang berarti bahwa jaminan fidusia
tetap mengikuti benda yang menjadi objek fidusia dalam tangan sigpapun benda tersebut berada, juga asas
droit de preference, yang berarti kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan
dari kreditur-kreditur lainnya.

Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat dan dalam
pasal-pasalnya telah mengatur secara sistematis masalah proses lahir hingga hapusnya jaminan fidusia,
disamping itu, telah memberikan batasan tentang objek dari jaminan fidusiaitu sendiri, yang lebih luas
daripada yang selamaini dikenal lewat yurisprudensi, yakni tidak hanya terbatas pada benda bergerak sgja,
melainkan juga mencakup benda tetap.
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